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ABSTRAKBentuk usaha adalah badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatanusaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan.Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaandiklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badanhukum.Perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu perseroanterbatas dan koperasi, ada yang dimiliki oleh Negara, yaitu perusahaan umum danperusahaan perseroan.Perusahaan badan hukum perseroan terbatas dan koperasi selaluberupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaanperseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihakswasta.Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat ditentukan ada tiga jenis bentuk hukumperusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum, danperusahaan badan hukum.Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomianmempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD), firma (Fa),persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), perusahaan umum (Perum),perusahaan perseroan (Persero), dan Koperasi. Terhadap berbagai bentuk perusahaantersebut tentu memiliki bentuk tanggung jawab hukumnya masing-masing.Kata Kunci :Tanggung Jawab Hukum, Bentuk Usaha, Badan Hukum dan Non Badan Hukum
ABSTRACT
The form of business is a business entity which is a container mover of every kind of business
activity, which called legal form of company. Judging from legal form, the company classified
into corporation and and company without legal entity. There is corporation which is had by
private parties such as limited liability company and cooperative, and there is corporation
which is had by the state that is public company and liability company. Limited liability
company and cooperative always form as alliance while company without legal entity such as
personal company and alliance company and only have by privat parties. According to
classification can be determined there are three kinds of legal form of company such as personal
company, company without legal entity and corporation. The company which does economic
activity has a special form such as trading company,firm,limited partnership, limited liability
company, public company, limited company, and cooperative. Against various form of the
companies certainly have their own responsibilities.
Keywords: Legal Responsibility, Kind of Business, Legal Entity and Non Legal Entity
I. PendahuluanSetiap manusia berhak mendapatkanpenghidupan yang layak, hal ini jelas diaturdalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Salah satucara mendapatkan penghidupan yang layakadalah melakukan usaha dengan caramendirikan suatu badan usaha gunamenyelenggarakan kegiatan perekonomian.
Perkonomian nasionaldiselenggarakan berdasar atas demokrasiekonomi dengan prinsip kebersamaan,efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan, kemandirian,serta
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dengan menjaga keseimbangan kemajuandan kesatuan ekonomi nasional.1Istilah perusahaan erat kaitannyadengan korporasi. Menurut EnsiklopediaEkonomi, Keuangan dan Perdagangan yangdihimpun oleh A. Abdurahman, korporasiadalah suatu kesatuan menurut hukum atausuatu badan susila yang diciptakan menurutundang-undang suatu Negara untukmenjalankan suatu usaha atau aktivitas ataukegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapatdibentuk untuk selama-lamanya atau untukjangka waktu terbatas, mempunyai namadan identitas yang dengan nama danidentitas tersebut dapat dituntut di mukapengadilan, dan berhak akan mengadakansuatu persetujuan menurut kontrak danmelaksanakan semua fungsi lainnya yangseseorang dapat melaksanakannya menurutkontrak dan melaksanakan semua fungsilainnya yang seseorang dapatmelaksanakannya menurut undang-undangsuatu Negara. Pada umumnya suatu
corporation dapat merupakan suatuorganisasi pemerintah, setengah pemerintah,atau partikelir.2Menurut Wirjono Prodjodikoro,korporasi adalah suatu perkumpulan orang,dalam korporasi biasanya yang mempunyaikepentingan adalah orang-orang yangmerupakan anggota dari korporasi itu,anggota mana pun mempunyai kekuasaandalam peraturan korporasi berupa rapatanggota sebagai alat kekuasaan yangtertinggi dalam peraturan korporasi.3Rudi Prasetyo, sehubungan denganapa yang dimaksud dengan korporasi,menyatakan bahwa kata korporasi sebutanyang lazim digunakan di kalangan pakarhukum pidana untuk menyebut apa yangbiasa dalam bidang hukum lain khususnyabidang hukum perdata sebagai badanhukum, atau yang dalam bahasa Belandadisebut rechtspersoon, atau dalam bahasa
1Huruf a Pertimbangan Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.2 A. Abdurachman, EnsiklopediaEkonomi Keuangan dan Perdagangan, (Jakarta:Yayasan Prapancha, 1963), halaman 2463 Chaidir Ali, Badan Hukum, (Bandung :Alumni, 1987), halaman 74
Inggris disebut legal entities atau
corporation.4Korporasi sebagai badan hukumkeperdataan dapat diperinci dalam beberapagolongan, dilihat dari cara mendirikan danperaturan perundang-undangan sendiri,yaitu :51. Korporasi egoistis, yaitu korporasiyang menyelenggarakan kepentinganpara anggotanya, terutamakepentingan harta kekayaan,misalnya perseroan terbatas, serikatpekerja.2. Korporasi altruistis, yaitu korporasiyang tidak menyelenggarakankepentingan para anggotanya,seperti perhimpunan yangmemerhatikan nasib orang-orangtunanetra, tunarungu, penyakit TBC,penyakit jantung, penderita cacat,taman siswa, Muhammadiyah, dansebagainya.Orang yang menjalankan perusahaanatau menyuruh menjalankan perusahaandisebut pengusaha.Menjalankan perusahaanartinya mengelola sendiri perusahaannya,baik dilakukan sendiri maupun denganbantuan pekerja.Ini umumnya terdapat padaperusahaan perseorangan.Apabilapengusaha menjalankan perusahaan denganbantuan pekerja, dalam hal ini diamempunyai dua fungsi, yaitu sebagaipengusaha dan sebagai pemimpinperusahaan.6Pengusaha juga dimungkinkan tidakmenjalankan sendiri perusahaannya, tetapimenyuruh orang lain menjalankanperusahaan. Terhadap hal ini, pengusahatidak turut serta menjalankan perusahaan.Pengelolaan perusahaan dikuasakan kepadaorang lain. Orang lain yang diberi kuasa inimenjalankan perusahaan atas nama pemberikuasa, beliau disebut pemimpin perusahaanatau direktur atau manajer. Umumnya
4 Muladi dan  Dwidja Priyatno,
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2010), halaman27 5Ibid, halaman 27-286 Abdulkadir Muhammad, Hukum
Perusahaan Indonesi, Cetakan Keempat Revisi,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), halaman25
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pemberian kuasa sejenis ini terdapat padaperusahaan persekutuan terutama badanhukum, seperti perseroan terbatas.7Dilihat dari bentuk hukumnya,perusahaan diklasifikasikan menjadiperusahaan badan hukum dan perusahaanbukan badan hukum.Perusahaan badanhukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta,yaitu perseroan terbatas (PT) dan koperasi,ada pula yang dimiliki oleh Negara, yaituperusahaan umum (Perum) dan perusahaanperseroan (Persero).Perusahaan badanhukum perseroan terbatas dan koperasiselalu berupa persekutuan, sedangkanperusahaan bukan badan hukum dapatberupa perusahaan perseorangan danperusahaan persekutuan, dan hanya dimilikioleh pihak swasta.Berdasarkan klasifikasitersebut, dapat ditentukan ada tiga jenisbentuk hukum perusahaan, yaitu perusahaanperseorangan, perusahaan bukan badanhukum, dan perusahaan badan hukum.8Terhadap beberapa jenis perusahaanyang terdapat di Indonesia, bagaimanabentuk tanggung jawab hukum yang ada atasperusahaan yang berbentuk badan hukummaupun perusahaan yang berbentuk nonbadan hukum.
II. Tanggung Jawab Hukum Atas
Bentuk Usaha Badan HukumPerusahaan badan hukum terdiriatas perusahaan swasta yang didirikan dandimiliki oleh beberapa orang pengusahasecara kerja sama dan perusahaan Negarayang didirikan dan dimiliki oleh Negara.Perusahaan badan hukum dapatmenjalankan usaha dalam semua bidangperekonomian, yaitu perindustrian,perdagangan, perjasaan, danpembiayaan.Perusahaan ini mempunyaibentuk hukum perseroan terbatas (PT) dankoperasi yang dimiliki oleh pengusahaswasta, sedangkan perusahaan umum(Perum) dan perusahaan perseroan(Persero) yang dimiliki oleh negara.9Karakteristik suatu badan hukumyaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilikdengan kekayaan badan usaha, sehingga
7Ibid.8Ibid, halaman 839Ibid, halaman 84




usaha, (diakses 08 Oktober 2015)11Ibid
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dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu.Apabila kekayaannya tidak mencukupi untukmenutup kewajibannya, itu pun tidak akandapat dipenuhi dari kekayaan pengurus ataupendirinya guna menghindarkannya darikebangkrutan atau likuidasi. Kendatipunmendapat pinjaman dana dari pengurus ataupendirinya atau jika Badan Usaha MilikiNegara mendapat suntikan dana dari Negara,pinjaman atau suntikan dana tersebut tetapdihitung sebagai hutang badan hukum.12Dalam hal kasus korupsi, perbuatanmerugikan keuangan Negara merupakanunsur yang harus dibuktikankebenarannya.Adapun yang tidak tergolongsebagai kerugian Negara adalah keuangandari badan-badan hukum yang seluruhmodalnya diperoleh dari swasta, misalnyaPT, Firma, CV, dan lain-lain.13Apabila terjadi suatu peristiwahukum yang melanggar peraturaanperundang-undangan, maka harus ditelusuriterlebih dahulu bagaimana peristiwa itu bisaterjadi, siapa yang terlibat di dalamnya,apakah korporasi memegang peranan atasterjadinya peristiwa tersebut, apakahkorporasi mendapat keuntungan denganterjadinya peristiwa hukum yangbertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu.Korporasi dapat dimintaipertanggungjawaban hukum apabila diamendapat keuntungan dengan terjadinyasuatu peristiwa hukum yang bertentangandengan peraturan perundang-undangan,baik itu berupa sanksi pidana, perdata,maupun administrasi.Apabila korporasitidak terbukti mendapat keuntungan atasterjadinya peristiwa hukum, maka pengurusataupun anggotanya yang wajibbertanggungjawab atas terjadinya peristiwahukum yang bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.Meskipun begitu, tidakmenutup kemungkinan bahwa korporasi danpengurus sama-sama dapat dimintaipertanggungjawaban hukum.Dari sisi kebijakan criminal (criminal
policy) untuk menanggulangi kejahatankorporasi banyak pendekatan bisa
12 Abdulkadir, Op.Cit., halaman 8413 Gatot Supramono, Tindak Pidana
Korupsi di Bidang Perkreditan, (Bandung :Alumni, 1997), halaman 142
dilakukan, di samping melalui sistemperadilan pidana yang bersifat represif yangberujung pada penjatuhan sanksi pidanadan/ atau tindakan. Dalam hal inipendekatan non penal tidak kalahpentingnya, seperti pertama, pendekatansukarela untuk mengubah baik perilakukorporasi dan strukturnya; kedua, intervensikuat melalui politik Negara untuk mengubahdengan paksa struktur korporasi (corporate
organizational reform), disertai dengansanksi hukum pidana, perdata dan/ atauadministrasi untuk menimbulkan efek jera;dan ketiga, tindakan yang dilakukankonsumen (consumer action and pressure)seperti boikot atas produk korporasi.14Singapura menaruh perhatian besarterhadap usaha mencegah dan mengatasikejahatan korporasi dan kejahatan ekonomilainnya, melalui pembangunan kerangkahukum komprehensif (comprehensive legal
framework) yang terdiri atas beberapakomponen yang saling memperkuat denganpenegakan hukum yang kokoh disertaiperaturan pengawasan ketat, kerja samayang baik di antara para pemain danpemangku peran pasar, didukung jaringankerja sama internasional yang kondusifuntuk memerangi kejahatan korporasidisertai dengan komitmen di antarapimpinan korporasi dalam memeliharaintegritas. Kerangka hukum berupa Legal
Framework for Dealing With Corporate Crimetersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:151. Criminal Law and Sanctions. Termasukdisini sanksi pidana dan administrasi.Sanksi perdata terbatas pada kejahatantentang surat berharga seperti insider
trading dan perilaku pasar yang jahat.Sanksi pidana bisa berupa penjaradan/atau denda. Termasuk pulakemungkinan diskualifikasi dari jabatandirektur di perusahaan untuk jangkawaktu tertentu. Apabila berkaitandengan perbuatan direktur, karyawan,maka pertanggungjawaban pidana dapat
14 Muladi dan Diah Sulistyani RS.,
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
(Corporate Criminal Responsibility), (Bandung:PT. Alumni, 2013), halaman 6715Ibid, halaman 68-70
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dikenakan pada korporasi atauperusahaan.2. Perbuatan-perbuatan (General
Corporate Fraud) mencakup :a. Securities fraud seperti insider
trading; market misconduct (false
trading and market rigging, market
manipulation, dissemination of
misleading information, fraudently
inducing persons to deal in
securities, employing manipulative
and deceptive devices)b. Fraud offences under the companies
act seperti false and misleading
statements, frauds by officersc. Corruptiond. Money Laundering and Terrorism
Financing seperti money laundering
(concealing and transferring benefits
of crime, assisting another to retain
benefits of crime, tipping-off offence;
terrorism/ terrorist financing) and
terrorism/terrorist financinge. Other offences (tax evasion,
computer related crimes)3. Civil Sanctions (civil penalty, civil
liability)4. Investigating Corporate Crimea. Enforcement and investigating
agencies (Commercials Affairs
Department terdiri dari Commercial
Crime Division, Corporate Fraud
Division, Securities & Maritime
Fraud Division, Financial
Investigation Bureau)b. Corrupt Practices Investigation
Bureauc. Monetary Authority of Singapored. Accounting and Corporate
Regulatory Authority5. Co-operation amongs These Agencies6. The Investigation Process
(commencement of investigations, power
of investigations, leveraging on
professional expertise and technology)7. Prosecuting Corporate Crime seperti
Attorney-Generals Chambers-Criminal
Justice Division, the Criminal Prosecution
Process (deciding whether to prosecute,
charging and accused person, pre-trial,
post trial, appeal, criminal revision)8. The Civil Penalty Process
9. Recovering Proceeds of Corporate Crime
(confiscation order, restraint and
charging orders, financial investigations)10. International Co-operation (extradition
and mutual legal assistance, membership
in Financial Anti Money-Laundering and
Counter-Terrorism Financing seperti
Financial Action Task Force, Asia Pacific
Group on Money Laundering Egmont
Group of FIUs11. Prevention of Corporate Crimes
(regulation and supervision, corporate
governance, cooperation with the Private
Sector: the Stock Exchange, Proffesional
Organization, Suspicious Transaction
Reporting).
III. Tanggung Jawab Hukum Atas
Bentuk Usaha Non Badan HukumPerusahaan bukan badan hukumadalah perusahaan swasta yang didirikandan dimiliki oleh beberapa orang pengusahasecara kerja sama. Bentuk perusahaan inimerupakan perusahaan persekutuan yangdapat menjalankan usaha dalam bidangperekonomian.Perusahaan persekutuandapat mempunyai bentuk hukum Firma (Fa)dan Persekutuan Komanditer (CV) yangdiatur dalam KUHD.Berbeda denganperusahaan perseorangan yang merupakanperusahaan swasta yang didirikan dandimiliki oleh pengusahaperseorangan.Perusahaan perseorangandapat mempunyai bentuk hukum menurutbidang usahanya, yaitu perusahaanperindustrian, perusahaan perdagangan, danperusahaan perjasaan.Contoh perusahaanperindustrian adalah perusahaan batik,perusahaan batu bata, dan kerajinan perak.Contoh perusahaan perdagangan adalah tookbarang kelontong, took barang elektronik,dan restoran. Contoh perusahaan perjasaanadalah salon kecantikan, bengkel kendaraanbermotor, dan penjahitan busana.16Beberapa penjelasan singkatmengenai Perusahan Bukan Badan Hukum:17
16 Abdulkadir, Loc.Cit17Dewi Kania Pratiwi, OrganisasiPerusahaan Bukan Badan Hukum (PerusahaanPerseorangan),
https://nibumzkey.wordpress.com/2013/06/18/o
rganisasi-perusahaan-bukan-badan-hukum-
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1. Subjek hukumnya adalah orang-orangyang menjadi pengurusnya, jadi bukanbadan hukum itu sendiri karena iabukanlah hukum sehingga tidak dapatmenjadi subjek hukum.2. Pada perusahaan bukan badan hukum,yang bertindak sebagai subjekhukum adalah orang -orangnya danbukan perkumpulannya sehingga yangdituntut adalah orang-orangnya olehpihak ketiga3. Harta kekayaan dalam perusahaan yangtidak berbadan hukumadalah dicampur, artinya bila terjadikerugian/penuntutan yang berujungpembayaran ganti rugi /pelunasanutang maka harta kekayaan pribadidapat menjadi jaminannya. Dengan katalain, pertanggung jawabannya pribadiuntuk keseluruhan4. Harta perusahan bersatu dengan hartapribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya jikaperusahaannya pailit, maka hartapengurus/anggotanya ikut tersita juga.5. Badan usaha yang bukan badanhukum adalah PerusahaanPerseorangan, Firma, CV.Terhadap firma, pada anggaran dasaratau akta penetapan pengurus ditentukanjuga bahwa pengurus berhak bertindakkeluar atas nama firma (Pasal 17 KUHD).Apabila tidak ada ketentuan, setiap sekutudapat mewakili firma yang mengikat jugapara sekutu lain sepanjang mengenaiperbuatan bagi kepentingan firma (Pasal 18KUHD). Akan tetapi, kekuasaan tertinggidalam firma ada di tangan semuasekutu.Mereka memutuskan segala masalahdengan musyawarah berdasarkan ketentuanyang ditetapkan dalam anggaran dasar firma.Hubungan hukum eksternal antarasekutu firma dan pihak ketiga meliputi butir-butir yang ditentukan berikut ini :1. Sekutu yang sudah keluar secara sahmasih dapat dituntut oleh pihak ketigaatas dasar perjanjian yang belumdilunasi pembayarannya (Arrest Hoog
gerechtshof 20 Februari 1930)
perusahaan-perseorangan/. (Diakses 8 Oktober2015)
2. Setiap sekutu berwenang mengadakanperikatan dengan pihak ketiga bagikepentingan firma, kecuali jika sekutuitu dikeluarkan dari kewenangannya(Pasal 17 KUHD)3. Setiap sekutu bertanggungjawab secarapribadi atas semua perikatan firma,yang dibuat oleh sekutu lain, termasukjuga perikatan karena perbuatanmelawan hukum (Pasal 18 KUHD)4. Apabila seorang sekutu menolakpenagihan dengan alasan firma tidakada karena tidak ada akta pendirian,pihak ketiga itu dapat membuktikanadanya firma dengan segala macam alatpembuktian (Pasal 22 KUHD)Menurut van Ophuijsen, seorangnotaris di Batavia, tanggung jawab parasekutu terhadap pihak ketiga tidakdilaksanakan secara langsung, artinya segalautang firma dipenuhi lebih dahulu dari uangkas firma. Apabila uang kas tidak mencukupi,barulah diberlakukan Pasal 18 KUHD bahwakekayaan pribadi masing-masing sekutudipertanggung jawabkan sampai utangterpenuhi semuanya.18Persekutuan komanditer (CV) adalahfirma yang mempunyai satu atau beberapaorang sekutu komanditer.Sekutu komanditer(silent partner) adalah sekutu yang hanyamenyerahkan uang, barang, atau tenagasebagai pemasukan pada persekutuan, dantidak turut campur dalam pengurusan ataupenguasaan persekutuan.Dia hanyamemperoleh keuntungan daripemasukannya itu.Tanggung jawabnyaterbatas pada jumlah pemasukannya itu.Persekutuan komanditer mempunyai duamacam sekutu, yaitu :191. Sekutu komplementer (complementary
partner)Sekutu komplementer adalah sekutuaktif yang menjadi penguruspersekutuan.2. Sekutu komanditer (silent partner)Sekutu komanditer adalah sekutu pasifyang tidak ikut mengurus persekutuan.Pada Pasal 20 ayat (1) KUHDditentukan bahwa sekutu komanditer tidakboleh memakai namanya sebagai namafirma. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan
18 Abdulkadir, Op.Cit., halaman 9219Ibid, halaman 93
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bahwa sekutu komanditer tidak bolehmelakukan pengurusan walaupun dengansurat kuasa. Apabila sekutu komanditermelanggar pasal ini, menurut ketentuanPasal 21 KUHD dia bertanggungjawab secarapribadi untuk keseluruhan. Ini berartitanggung jawabnya sama dengan sekutukomplementer. Prof. Soekardonoberpendapat :20“adalah adil apabila sekutu yangmelanggar Pasal 20 KUHD dibebanitanggung jawab hanya mengenaiutang-utang yang berjalan dan yangakan timbul selama keadaanpelanggaran itu masih berlangsung.Jika pelanggaran sudah berhenti,tidak ada lagi tanggung jawab secarapribadi untuk keseluruhan.”Melalui adanya peraturan mengenaiPT, Firma, CV, ataupun lainnya, makapendirian badan usaha lebih jelasmemberikan manfaat bisnis bagi usaha itusendiri daripada mendirikan usaha secaraillegal, yakni sebagai berikut:21a. Sebagai sarana perlindungan hukumDengan mendirikan badan usahaberarti bisnis Anda telah memilikiizin usaha.Dengan izin usaha,seorang pengusaha telah sedinimungkin menjauhkan kegiatanusahanya dari tindakanpembongkaran dan penertiban. Haltersebut berefek memberikan rasaaman dan nyaman akankeberlangsungan usahanya.Legalisasi merupakan sarana yangdisediakan oleh pemerintah agarkenyamaan dalam melakukankegiatan usaha dirasakan oleh parapelakunya.b. Sarana promosiDengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatanusaha, secara tidak langsungpengusaha telah melakukanserangkaian promosi.Mengapademikian? Pencatatan izin usahadilakukan beberapa tahapan lokasi,pertama melalui kantor kelurahanatau kantor kecamatan dst. Setelah
20Ibid, halaman 9621Gajimu.com, Op.Cit.
izin usaha dan dokumen-dokumenlainya telah selesai, promosi secarainventaris dan administratif mulaidapat dilakukan.Sebagai usaha yangtelah terdaftar dalam lembagapemerintahan yang menaungi jenisusaha maka setiap orang dapatmengakses data-data tersebut.c. Bukti kepatuhan terhadap aturanhukumDengan memiliki unsur legalitastersebut menandakan bahwapengusaha telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Denganmematuhi hukum yang berlaku,secara tidak langsung ia telahmenegakkan budaya disiplin padadiri. Kepatuhan pengusaha tersebutmerupakan bentuk paling terkecildari tindakan yang dapat dilakukanterhadap negara dan pemerintahan.d. Mempermudah mendapatkan suatuproyekAda beberapa jenis usaha sepertimisalnya usaha bidang produksi ataudeveloper perumahan tidak terlepasdari proses pemenangan tendersuatu proyek, baik dari perusahaanswasta maupun pemerintah. Dalamsuatu tender, mensyaratkan bahwapara peminat harus memilikidokumen-dokumen hukum.Tentunyaunsur-unsur legalitas yang terkaitdengan kepemilikan suatu badanusaha guna mengikuti pelelangansuatu sarana perlindungan hukumtender.e. Mempermudah pengembanganusahaAdanya surat izin dan kejelasanlegalitas usaha, akan dapatmempermudah Anda untukmendapatkan tambahan modal darilembaga keuangan/ Bank yangdibutuhkan bagi pengembanganusaha.
IV. PenutupBerdasarkan hal di atas, maka dapatditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Terhadap tanggung jawab hukum atasbentuk usaha berbadan hukum, makatanggung jawab dapat dijatuhkan
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kepada korporasi atau perusahaannya,dan/ atau kepada pengurus darikorporasi atau perusahaan tersebut.
2. Terhadap tanggung jawab hukum atasbentuk usaha non badan hukum, makatanggung jawab hukum dijatuhkansepenuhnya kepada pengurus.Terhadap hal di atas, maka perludiberikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Diperlukan adanya aturan hukum yangjelas secara tegas menyebutkan siapayang dapat dimintaipertanggungjawaban hukum jika terjadisuatu perbuatan melawan hukum diberbagai bidang.
2. Diperlukan adanya penjatuhan sanksiyang tegas kepada pelaku perbuatanmelawan hukum agar tidak terulangkembali, seperti yang sedang terjadisekarang ini, kabut asap yang sangatpekat yang sudah sering terjadi yangsangat mengganggu dan meresahkantidak hanya bagi warga NegaraIndonesia, tetapi juga Negara tetangga.
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